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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DISPLIN  

PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN PEMERINTAH  

NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTAANG DISIPLIN PEGAWAI 

 

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang mengabdi untuk Negara, 

sama seperti Polisi dan TNI, mereka pun mengabdikan diri untuk Negara. 

Namun pegawai negeri sipil bergerak dibidang yang berbeda dengan Polisi 

atau TNI. Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.16 

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

“Pegawai”  berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 

sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai 

negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.17 

                                                           
16https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil di akses 7 Juli 2019, pukul 

06.19 
17 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1986 hlm. 478. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil
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Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa di singkat menjadi pegawai negeri 

sipil adalah orang-orang yang mengikuti tes masuk yang diadakan oleh 

pemerintah. Dalam seleksi menjadi pegawai negeri sipil tidak semudah 

membalikan telapak tangan, karna ujian tersebut di awasi oleh pemerintah 

dengan ketat. Mereka yang telah menjadi pegawai negeri sipil adalaha orang 

orang yang telah lulus dari ujian tersebut. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian 

pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kraneburg memberikan 

pengertian dari pegawai negeri sipil yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi 

pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili 

seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan 

menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar 

Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai 
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hubungan dinas dengan negara. Ada pun unsur-unsur dari pegawai negeri,18 

yaitu sebagai berikut :  

1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut 

peraturan perUndang-Undangan.  

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang 

dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh 

pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 

Tahun 2000, yang meliputi : 

a) Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah 

warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan 

fotokopi KTP yang masih berlaku. 

b) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga 

puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi 

KTP yang masih berlaku. 

c) Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

d) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu 

instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. 

                                                           
18 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan, 1995, 

Jakarta, hlm. 95. 
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e) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

f) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan 

yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan 

yang sesuai dengan formasi yang akan diisi. 

g) Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib). 

h) Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter). 

i) Sehat jasmani dan rohani.  

j) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

k) Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan 

bahwa  

pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentukan Pegawai Negeri 

berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pada 

dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada 

ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) 

tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden dapat mendegelasikan 

kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing-masing. 
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Kewenangan pengangkatan dan pendegelasian tersebut diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003. 

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri 

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas 

dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada 

perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan 

tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan 

dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah 

jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di 

pengadilan pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan 

diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level 

pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim 

agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat Negara. 

4) Digaji menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai 

Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada 

pegawai yang telah mengabdikam dirinya untuk melaksanakan 

sebagaian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji 

yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan 

menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
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pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan 

pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan 

sesuai dengan tuntunan kerjanya.  Pengaturan mengenai gaji pegawai 

negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 

1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 

1977 tentang Peraturan Gaji pegawai negeri sipil sebaimana telah 

Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga 

diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan 

gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud 

dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong pegawai 

negeri sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya 

berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau 

dengan perkataan lain, apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan 

telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana 

biasa. 
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1. Jenis Pegawai Negeri Sipil 

Mengenai jenis pegawai negeri sipil didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi:  

1. Pegawai Negeri Sipil,  

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan  

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak 

menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian  masing-masing 

bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri bukan 

Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran diatas, pegawai negeri sipil merupakan bagian 

dari pegawai negeri yang  merupakan aparatur negara. Menurut Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi 

menjadi : 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

Yang dimaksud  dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga 

Pemerintahan Nondepartemen, Kesekertariat Lembaga Negara, Instansi 
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Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, 

atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah 

Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja 

pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 

diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi 

yang menerima perbantuan.19 

Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 

2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat pengangkat pegawai tidak tetap. 

Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang 

diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan 

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.20 

Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar 

                                                           
19 Penjelasan Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
20 Penjelasan Pasal 2 Ayat (3)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
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pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan 

pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah 

terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana 

APBD/APBN dalam penggajiannya.21 

2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 

43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur 

aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas 

negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai 

negeri didasarkan pada pokok pokok pikiran bahwa pemerintah tidak 

hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu 

melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan 

hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu 

menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan 

rakyat banyak.22 

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab 

pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan 

                                                           
21 Sri Hartini dan Setiajeng kadarsih, Diklat Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum 

Universitas Jendral Soedirman,2004, Purwokerto, hlm. 26. 
22 C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradnya 

Paramitha, 1979, Jakarta, hlm, 38. 
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pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. 

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional 

terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada 

pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai 

dari aparatur negara). 

Dalam konteks hukum publik, pegawai negeri sipil bertugas 

membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan 

perUndang-Undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap 

peraturan perUndang-Undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam 

melaksanakan peraturan perUndang-Undangan pada umumnya, pegawai 

negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Sebagai abdi negara seorang egawai negeri juga wajib dan setia kepada 

pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang 

Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. 

3. Pengertian Pelanggaran Disiplin 

Disiplin adalah ketentuan terhadap peraturan dan norma yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

dilaksanakan secara sadar, ikhlas lahir dan batin sehingga timbul rasa 

malu untuk melanggar dan terkena sanksi serta takut terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. Penjatuhan sanksi sangat diperlukan untuk 
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memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam 

menciptakan tata tertib yang baik di suatu instansi. Dengan penjatuhan 

sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 

maka pegawai tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Penjatuhan 

sanksi ini adalah untuk mendidik pegawai supaya berprilaku mentaati 

semua peraturan. Peraturan tanpa dibarengi dengan hukuman yang 

tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat yang baik bagi pegawai. 

Maksud adanya penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil 

tersebut adalah pemerintah berupaya meningkatkan disiplin aparatur 

negara dari beberapa aspek strategis, salah satunya dengan 

meningkatkan penyempurnaan prilaku manusia, sehingga diharapkan 

prilaku aparatur negara memiliki sifat tangguh, cerdas, terampil, 

mandiri, dan rasa kesetiakawanan, kerja keras, hemat, produktif, 

disiplin, serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih baik.23  

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas menjelaskan 

bahwa setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil 

yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyebutkan 

                                                           
23 Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, 2003 Jakarta, 

hlm 71. 
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yang dimaksud dengan pengertian pelanggaran disiplin adalah: ”setiap 

ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”. 

a. Yang dimaksud dengan ”ucapan” adalah kata-kata yang diucapkan 

dihadapan atau dapat dilanggar oleh orang lain, seperti dalam 

rapat, ceramah, diskusi melalui telepon, radio, televisi, rekaman, 

atau alat komunikasi lainnya. 

b. Yang dimaksud dengan ”tulisan” adalah pernyataan pikiran dan 

atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun 

dalam bentuk gambar, karikatur, dan lain-lain yang serupa dengan 

itu. 

c. Yang dimaksu dengan ”perbuatan” adalah setiap tingkah laku, 

sikap atau tindakan.24 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyebutkan 

sebagai berikut: “Dengan tidak  mengurangi ketentuan dalam 

perUndang-Undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang 

berwenang menghukum”. 

                                                           
24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 
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Pasal 5 di atas mengandung pengertian bahwa seorang Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

dapat dijatuhi hukumn berupa Hukuman Pidana dan Hukuman Disiplin. 

4. Sebab – sebab pelanggaran disiplin 

a. Kurangnya Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai 

karena sifat manusia selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dalam pemberian jasa, akan merangsang 

terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. 

b. Kurangnya Pengawasan Melekat 

Pengawasan melekat adalah tindakan yang nyata dan paling 

efektif dalam mewujudakan kedisiplinan pegawai. Dengan 

pengawasan melekat berarti atasan harus aktif dan langsung 

mengawasi prilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja 

bawahannya. Pengawasan melekat yang efektif akan 

merangsang kedisiplinan dan moralitas kerja pegawai karena 

pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengawasan, dan pengarahan dari atasannya. 

c. Kurangnya Kesadaran Pegawai 
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Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan kerja pegawai, apabila sanksi hukuman semakin 

berat maka pegawai akan semakin takut untuk melanggar 

peraturan-peraturan, sikap dan prilaku indisipliner. Sanksi 

hukuman harus diterakan berdasarkan pertimbangan yang logis 

dan di informasikan secara tegas kepada seluruh pegawai. 

Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan 

indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan. 

d. Kurangnya Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis antara sesama pegawai 

ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu unit kerja. 

Apabila dapat tercipta hubungan kemanusiaan yang harmonis 

maka dapat terwujud lingkungn dan suasana kerja yang nyaman 

dan hal ini akan memotivasi kedisiplinan kerja pada lembaga 

tersebut (Malayu SP Hasibuan, 1995) 

5. Aparat Penegak Hukum 

Aparatur penagak hukum mencangkup pengertian mengenai 

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam 

arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, 

dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-
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petugas sipir pemasyarakatan. Selain aparat dan aparatur terkait 

mencangkup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan 

perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, 

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian 

sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana. 

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat 3 

elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:  

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan 

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya; 

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya, dan  

3. Perangkat peraturan yang mengatur materi hukum yang dijadikan 

standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acarannya. 

Upaya hukum secara sistimatik haruslah memperhatikan ketiga 

aspek tersebut secaras timulan, sehingga proses penegakan hukum 

dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudakan secara 

nyata. 

 

B. Pengertian Disiplin Pegawai 

Bagi seorang pegawai negeri sipil kedisiplinan harus menjadi acuan 

hidupnya. Tuntutan masyarakat  akan pelayanan yang semakin tinggi 
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membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam 

menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang   pegawai negeri sipil dapat  

dijadikan panutan atau keteladanan bagi pegawai negeri sipil di 

lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan 

suasana kerja berjalan harmonis. Namun kenyataan yang berkembang 

sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak pegawai negeri sipil  

yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. 

Menurut Dolet Unaradjan Disiplin berasal dari kata Latin discipulus 

yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini 

berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas 

moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman 

atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. 

Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti 

pemimpinnya.25 

Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur  ketaatan, 

kesetiaan, kesungguhan dalam  menjalankan  tugas dan  kesanggupan 

berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan 

golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pasal 29 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

                                                           
25 Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2003, Jakarta, hlm 8. 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 

menyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang 

mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak 

ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai tersebut 

diatur ketentuan- ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman 

disiplin,  Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, 

Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman 

disiplin. Menurut M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa 

adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang 

tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku26 Sementara itu, 

Soegeng Prijodarminto menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau 

                                                           
26 M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek hukum pengawasan melekat dalam 

lingkungan aparatur pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm, 153. 
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ketertiban. Soegeng Prijodarminto juga mengemukakan bahwa disiplin itu 

mempunyai tiga aspek, yaitu : 

1. Sikap mental ( mental attitude ), yang merupakan sikap taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, 

dan pengendalian watak. 

2) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, 

kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman 

tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran 

bahwa ketaatan atau aturan, norma, kriteria, dan standar tadi 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses). 

3) Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati 

untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.27 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian tidak dijelaskan mengenai pengertian disiplin. Namun pada 

Pasal 29 disebutkan untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan 

tugas diadakan peraturan disiplin pegawai negeri (Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tidak mengalami perubahan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). 

                                                           
27 Soegeng Prijodarminto, Disiplin kiat Menuju Sukses, PT. Pratnya Pramito, 2004, 

Jakarta, hlm 25. 
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Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat suatu keharusan, larangan serta 

sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak melakukan suatu hal yang harus 

dilaksanakan dan melakukan suatu hal yang dilarang. Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, maka yang dimaksud disiplin adalah kepatuhan 

terhadap peraturan-peraturan yang memuat suatu keharusan atau larangan dan 

bagi mereka yang tidak mematuhi dikenai sanksi. Sedangkan Winardi 

berpendapat bahwa: 

“Disiplin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu disiplin yang 

datang dari individu sendiri (selfinposid disclipline) dan disiplin 

berdasarkan perintah (command diclipine)”.28 

Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang 

berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan Disiplin 

ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena 

disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Sedangkan 

yang dimaksud dengan disiplin berdasarkan perintah, yakni dijalankan 

karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang 

yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, 

                                                           
28 Winardi, Teori organisasi dan pengorganisasian, PT Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm, 229. 
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sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan 

tanggung jawab. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari 

pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui 

pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang 

dari individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya 

bagi seorang pegawai yang indisipliner akan dikenai hukuman atau sanksi 

sesuai dengan tingkatan kesalahan. Seorang pegawai yang sadar akan tugas 

dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan-larangan yang akan 

menurunkan kredibilitasnya. 

Menurut Hukum Administrasi Negara, setiap organisasi Pemerintah 

baik itu instansi/departemen/lembaga dalam mencapai suatu tujuan sangat 

ditentukan oleh keprofesionalan dan disiplin para pegawainya. Disiplin 

sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi 

pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan baik secara 

perorangan maupun kelompok. Di samping itu disiplin juga bermanfaat 

untuk mendidik pegawai 

Mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang baik. Kedisiplinan kerja adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua Peraturan organisasi dan norma-norma 
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social yang berlaku. Kesadaran yang dimaksud adalah sikap seseorang yang 

secara sukarela menaati semua peraturanb dan sadar akan tugas serta tanggung 

jawabnya. Sedangkan kesediaan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. Dalam  disiplin  kerja  dituntut  adanya  kesanggupan  untuk  

menghayati  aturan, hukum, dan tata tertib sehingga secara sadar akan 

melaksanakan dan mentaatinya. Disiplin kerja yang baik mencerminkan 

besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja dan semangat kerja yang 

mendukung terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat.  

Menurut Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, dalam 

tindakan kedisiplinan perlu memperhatikan beberapa pedoman antara lain: 

1. Pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi; 

2. Pendisiplinan harusnya bersifat membangun; 

3. Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera; 

4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan; 

Menurut Malayu S.P Hasibuan, maksud adanya penjatuhan sanksi 

terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah pemerintah berupaya 

meningkatkan disiplin aparatur Negara dari beberapa aspek strategis, salah 

satunya dengan meningkatkan penyempurnaan perilaku manusia, sehingga 

diharapkan perilaku aparatur Negara memiliki sifat tangguh, cerdas, 
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terampil, mandiri dan rasa kesetiakawanan, kerja keras, hemat, produktif, 

disiplin serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan 

yang lebih baik.29 

 

C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin 

Pegawai negeri sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan 

perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin 

pegawai negeri sipil dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin. 

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai 

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.  Karena itu setiap pejabat 

yang  berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuma disiplin harus 

memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 

disiplin. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan 

pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan.  Tujuan pemeriksaan adalah 

untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar telah 

melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran displiun 

                                                           
29 Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, 

Jakarta, 2001, hlm 213. 
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tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendri oleh pejabat yang berwenang 

menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk  

Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Pegawai 

Negeri Sipil dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, 

tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar 

ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-

kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti 

dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau 

alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan 

atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk 

gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan itu 

sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman disiplin adalah hukuman yang 

dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 6 memuat tingkat 

dan jenis hukuman disiplin, yaitu: 

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 
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a. Teguran lisan. 

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan 

disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor 

bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai 

hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. 

b. Teguran tertulis 

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan 

disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang 

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas 

dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang 

berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin. 

2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun 

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji 

berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan 
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dan untuk paling lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan 

gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji 

berkala berikutnya. 

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk 

paling lama satu tahun 

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali 

kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa 

sekurangkurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu 

tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut 

selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa 

penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji 

berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi 

syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji 

berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan 

berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman 

disiplin. 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun 

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat 

ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya enam bulan dan 
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untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat 

dipertimbangkan. 

3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari : 

a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk 

paling lama satu tahun 

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada 

pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa 

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 

satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin 

penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat 

yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi 

hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai 

masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan 

pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi 

hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat 

dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan 

pada pangkat semula. 

b. Pembebasan dari jabatan 
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Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah 

pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan 

berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada 

jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali 

tunjangan jabatan. 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa 

kerja dan usia pensiun menurut peraturan perUndang-Undangan 

yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat  

Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi 

hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka 

kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-hak 

pensiunnya meskipun memenuh syarat-syarat masa kerja usia 

pensiun. Pemberian hukuman disiplin. 

Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang 
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menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sedangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 memuat tingkat dan jenis hukuman 

disiplin, yaitu : 

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 

a. Teguran lisan 

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 5 (lima) hari kerja. 

b. Teguran tertulis 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari 

kerja. 

2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun 
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Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) 

hari kerja. 

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima 

hari kerja). 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga 

puluh) hari kerja. 

3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari : 

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga 

puluh lima) hari kerja. 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 

atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan 
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yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat 

puluh) hari kerja. 

c. Pembebasan dari jabatan 

Pemberhentian dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional tertentu yang 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh 

satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja. 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. 

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin 

pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada Pegawai 

Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak-hak pensiunnya 

meskipun memenuh syarat-syarat masa kerja usia pensiun. 

Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang 

menghukum adalah pejabatyang berwenang menjatuhkan 

hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 
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D. Proses Penjatuhan Sanksi Hukuman Pegawai Negeri Sipil Yang 

Melakukan Pelanggaran 

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian 

Keputusan Hukuman Disipin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga 

melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 

23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Di 

dalam Pasal 23 ditentukan sebagai berikut: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk 

dilakukan pemeriksaan. 

2. Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan 

diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang 

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga 

maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
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hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada 

tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Sebelum pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman disiplin 

setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu 

Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita 

acara pemeriksaan. 

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman 

disiplin kepada pegawai negeri sipil tersebut merupakan 

kewenangan: 

a) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung 

tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; 

b) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut 

wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara 

pemeriksaan. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak 

melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui berbagai factor-
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faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut 

melakukan pelanggaran disiplin. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus 

dilakukan dengan teliti dan obyektif sehingga dengan demikian pejabat 

yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-

adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Apabila 

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak 

memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat 

panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau 

tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam 

menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu 

yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai 

Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat 

yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 

bahan-bahan yang ada padanya. Sementara itu Pasal 26 menentukan tata 

cara pelaksanaan pemeriksaan yaitu “Apabila diperlukan, atasan langsung, 

Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta 

keterangan dari orang lain”. Maksud dari Pasal ini, adalah untuk 

mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin 

objektifitas. 
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Moch. Faizal Salam berpendapat bahwa dalam rangka pelaksanaan 

pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal-hal yang harus 

dilakukan adalah: 

a. Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang 

menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, mempelajari 

terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan 

mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 

b. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang menghukum. 

c. Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan 

pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin 

terhadapnya menjadi wewenang Presiden dilakukan oleh pimpinan 

instansi yang bersangkutan. 

d. Untuk mempercepat pemeriksaan, maka Menteri, Jaksa Agung, 

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I dapat memerintahkan pejabat bawahannya 

dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran 

disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk 
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melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku 

jabatan yang lebih rendali dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. 

e. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan secara lisan 

atau tertulis, satu dan lain hal bergantung kepada keadaan dan 

keperluan. 

f. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pejabat yang 

menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin 

harus melakukan sendiri pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang disangka melakukan pelanggaran displin. 

g. Pemeriksaan dilakukan secara lisan atau tertulis. 

h. Pada tingkat pertama, pemeriksaan dilakukan secara lisan. Apabila 

menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, Pegawai Negeri Sipil yang 

disangka melakukan pelanggaran itu cukup dijatuhi dengan tingkat 

hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980, Pemeriksaan tidak perlu 

dilanjutkan secara tertulis. Tetapi apabila menurut hasil pemeriksaan 

secara lisan itu, pegawai negeri sipil yang disangka melakukan 

pelanggaran disiplin itu akan dijatuhi tingkat hukuman disiplin sedang 

atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 Peraturan 

Pemerintah No 30 Tahun 1980, maka pemeriksaan dilanjutkan secara 

tertulis. 

i. Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. 
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j. Pegawai negeri sipil yang diperiksa karena disangka melakukan 

sesuatu pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang 

diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang 

diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan. 

k. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa itu tidak mau menjawab 

pertanyaan, maka ia dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang 

disangkakan kepadanya. 

l. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa mempersulit 

pemeriksaan, maka hal itu wajib dilaporkan oleh pemeriksa kepada 

pejabat yang berwenang menghukum. 

m. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai 

Negeri Sipil yang memeriksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan 

itu menurut pendapat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak sesuai 

dengan apa yang ia ucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada 

pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 

n. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk 

menandatangani berita acara pemeriksaan,maka berita acara 

pemeriksaan itu cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan 

menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa Pegawai Negeri 

yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan 

tersebut, namun tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk 

menjatuhkan hukuman disiplin. 
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o. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dalam arti bahwa pemeriksaan 

itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan. 

p. Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat 

meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran 

disiplin itu dari orang lain. Satu dan lain hal untuk melengkapi 

keterangan dan menjamin objektifitas30  

Bila pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil telah selesai maka 

pejabat yang berwenang harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman 

disiplin. Namun sebelumnya pejabat yang berwenang menghukum wajib 

mempelajari dengan saksama laporan hasil pemeriksaan pelanggaran 

disiplin. Hukuman disiplin harus setimpal dengan pelanggaran displin yang 

dilakukan dan harus dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan 

beberapa pelanggaran displin terhadapnya hanya dapat dijatuhkan satu jenis 

hukuman displin. 

 

E. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa 

kewajiban Pegawai Negeri Sebagai Berikut : 

                                                           
30 Moch Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil, CV Mandar 

Maju, 2005, hlm 107 



 
 

58 
 

a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4). 

b. Wajib menaati segala peraturan perndangan-perundangan yang 

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 

kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 

jawab (Pasal 5). 

c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat 

mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang 

berwajib atas kuasa Undang-Undang (Pasal 6). 

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib 

dilakukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Menurut Sastra 

Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu : 

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan. 

2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan 

suatu tugas dalam jabatan. 

3. Kewajiban-kewajiban lain.31 

Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan 

elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, 

                                                           
31 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, 1995, 

Jakarta,  hlm. 103. 
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pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan 

memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan. 

a. Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, 

diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, 

ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, 

bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan 

tugas kedinasan. 

b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala 

perarturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang 

berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang 

ditentukan. 

c. Pengabdian merupakan kedudukan dan peranan pegawai negeri 

Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara 

maupun dengan masyarakat. 

d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat akan dirinya. 

e. Jujur berarti lurus hati; tidak curang dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan dan menghargai dan menaati 

martabat dan kehormatan bangsa. 

g. Cermat berarti  teliti dan sepenuh hati. 
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h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik. 

i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk 

bekerja keras dengan tekad yang bulat dalam melaksankan tugas 

dalam rngka pencapaian tujuan. 

j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi hanya dapat diketahui oleh 

seseorang ataupun beberapa orang. 

k. Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang 

ditentukan untuk dilakukan tehadap bagian pekerjaan umum yang 

mengurus sesuatu pekerjaan tertentu. 

 

F. Hak Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan 2 (dua) kebutuhan 

dasar, yaitu: 

1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan 

mempertahankan kebutuhan hidup. 

2. Kebutuhan untuk tumbuh, kembang, dan belajar.32 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan 

bahwa hak Pegawai Negeri Sipil Sebagai Berikut : 

a. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan 

layak sesuaidengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji 

                                                           
32 Burhanudin A. Tayibnapis, Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik, Pradnya 

Paramitha, 1986, Jakarta, hlm. 348–350. 
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yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu 

produktivitas dan menjamin kesejahteraannya (Pasal 7). 

b. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti (Pasal 8). 

c. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan 

karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh 

perawatan, Pegawai Negeri Sipil yang menderitacacatjasmani atau 

rohani dalam dan kareana menjalankan tugasnya dalam kedinasan 

yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun 

juga berhak memperoleh tunjangan, Pegawai Negeri Sipil yang tewas 

keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9). 

d. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10). 

 

G. Pengertian Stipulatif 

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang 

diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 

1 angka  (1) dan Pasal 2  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan 

kebijakan dan Manajemen aparatur sipil Negara berdasarkan pada asas 

kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, 

netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, 

pesatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pengertian 

di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian 

dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perUndang-

Undangan. 

 

H. Pengertian Ekstenstif 

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang 

sebenarnya bukan Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan 

Pegawai Negeri.33 

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara 

Indonesia  yang  telah  memenuhi syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

                                                           
33 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

Pers, 1994, Yogyakarta, hal. 39 
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diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. pegawai negeri terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil 

b. Anggota Tentara Nasioanal Indonesia, dan 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan 

diatas terdiri dari: 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada  Anggaran 

Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN)  dan  bekerja    pada 

Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga 

tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. 

2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan 

3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan 

pada daerah otonom. 

4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang- 

undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti 

perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain. 

5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara 

lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan 

lain-lain. 
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Dari pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pegawai 

negeri sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja pada 

instansi/lembaga pemerintahan dan digaji dengan anggaran pemerintah 

berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku. 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah : 

Pegawai Negeri Sipil Derah adalah  pegawai  negeri  sipil  daerah 

provinsi/kabupaten/kota  yang  gajinya  dibebankan  pada  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah, 

atau dipekerjakan diluar instansi induknya.34 

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Terdapat 4 (empat) unsur penting untuk menyatakan seseorang sebagai 

Pegawai Negeri yaitu: 

a) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku 

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang 

c) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau negara laiinya yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

d) Digaji menurut ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. 

                                                           
34 Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, 1991, 

Bandung, hlm. 25. 
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Secara sederhana pengertian Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut 

penulis ialah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku dan 

bekerja pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. 

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, 

dan pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri harus netral 

dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

I. Konsep Tenaga Honorer 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga 

honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian 

atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada 

instansi pemerintah yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD atau 

yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Pejabat pembina 

kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan 

memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan. Pejabat lain  dalam  pemerintahan  adalah  

sekretaris  jenderal,  sekretaris  daerah, kepala dinas, kepala BKD, dan 

pimpinan unit organisasi pemerintah yang diberi wewenang otorisasi dalam 

mengelola APBN/APBD. Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD 

adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi 

belanja/upah pada APBN/APBD. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 5 

Tahun 2010 tentang pendataan Tenaga honorer yang bekerja dilingkungan 

Instansi Pemerintah. 

 

J. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan 

tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta 

pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus 

memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama 

pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana 

mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anakmereka. Banyak 

negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu 

dapat menyelesaikannya ke pengadilan.35 

                                                           
35 https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian  25 juli 2019 diakses pada pukul 20.02 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Harta
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perabotan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak
https://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Aturan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian


 
 

67 
 

K. Pengertian Perceraian Menurut Para Ahli 

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang 

terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian  juga dapat menimbulkan 

stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis. 

Menurut Holmes dan Rahe, perceraian adalah penyebab stres kedua paling 

tinggi, setelah kematian pasangan hidup. 

Menurut Gunarsa, S. D. perceraian adalah pilihan paling menyakitkan 

bagi pasutri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa 

membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian 

adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau 

salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian 

mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang 

perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah 

menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap 

anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-

anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu 

tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.36 

Perceraian menurut Bell, R. R. merupakan putusnya ikatan legal yang 

menyatukan sepasang suami-istri dalam satu rumah tangga, secara sosial 

                                                           
36 Gunarsa, S. D. Psikologi untuk Keluarga. Cetakan ke-13, Gunung Agung Mulia, 

1999, Jakarta, hlm 53 

http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html
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perceraian membangun kesadaran pada masing-masing individu bahwa 

perkawinan mereka telah berakhir. Istilah perceraian (Divorce) harus 

dibedakan dengan kasus dimana salah satu pasangan meninggalkan 

keluarganya dalam waktu yang cukup lama (desertion).37 

Menurut Hurlock, E. B., perceraian merupakan kalminasi dari 

penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri 

sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat 

memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang 

tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal 

ini karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan 

agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau 

pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-

diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri/suami) 

meninggalkan keluarga (minggat). Perceraian menurut Undang - Undang 

Republik Indonesia No.1 tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila antara suami-

istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun 

dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian 

itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian 

dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan 

alasan–alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang bersangkutan. 

                                                           
37 Bell, R. R. (1979). Marriage and Family Interaction. 5th edition. Illinois : The 

Dorsey Press. 
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Undang Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi : “ 

untuk melakukan perceraian  harus ada cukup alasan antara suami istri untuk 

tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Menurut Undang Undang 

Perkawinan no. 1/ 1974, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan 

perkawinan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang 

Perkawinan no. 1/ 1974 pasal 39 – 41, yaitu : 

a. Cerai gugat 

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal 

ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. 

b. Cerai talak 

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal  

ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. 

Emery, E. R. mendefinisikan perceraian sebagai peristiwa berpisahnya 

pasgan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena 

tercapainya kat sepakat mengenai masalah hidup bersama. Emery 

mengemukakan bahwa perpisahan suami istri seringkali terjadi karena tidak 

bisa menyelesaikan konflik intern yang fundamental. Kinflik yang timbul 
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sejalan dengan umur kebersamaan suami istri, baik masalah yang datang dari 

dalam atau masalah dari luar keluarga.38 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah 

putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu 

perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian dengan diam-diam. 

Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini 

diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang 

bahagia, kekal, dan sejahtera. Jenis Jenis Perceraian yaitu : 

a. Cerai Hidup 

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri atau 

berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau 

legal. Emery mendefinisikan perceraian hidup adalah berpisahnya 

pasangan suami istri atau berakhirnya perkawinan krena tidak 

tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Perceraian 

dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang ditempuh untuk 

menyelamatkan perkawinan mereka. 

b. Cerai Mati 

Cerai mati merupakan meninggalnya salah satu dari pasangan 

hidup dan sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani 

kehidupannya.Salah satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan 

                                                           
38 Emery, E. R. Marriage, divorce, and children adjustment. 2nd edition . New York: Prentice 

1999, Hall International, Terjemahan kedua, hlm. 35 
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yang mungkin dihadapi oleh seseorang adalah meninggalnya pasangan 

hidup yang dicintai. 

Benaim (dalam Ulfasari, 2006) mengatakan bahwa meninggalnya 

pasangan hidup bagi seorang wanita akan terasa lebih menyakitkan dibanding 

laki-laki, karena itu seorang laki-laki yang ditinggal mati pasangan hidupnya 

cenderung lebih cepat dapat melupakan atau menyelesaikan masalah tersebut 

dan memilih untuk menikah kembali. Sebaliknya bagi para wanita yang 

ditinggal mati suaminya biasanya akan memiliki masalah yang lebih 

kompleks. Mereka harus memikirkan sumber masalah, sumber keuangan bagi 

kehidupan dan juga untuk anak-anaknya. 

 

L. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

Pengertian Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Undang-

Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 

tugas pemerintahan. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai 

pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai 

dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku.  

Dalam hal pelaksanaannya perlu dibangun seorang Aparatur Sipil 

Negara yang memiliki integritas, profesional, netral-bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
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Jabatan ASN sendiri diisi dari Pegawai ASN sedangkan jabatan ASN 

tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi-tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN 

yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga 

nonstruktural. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi & perangkat 

daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah. 

Komisi ASN (KASN) berkedudukan di ibu kota negara merupakan 

lembaga nonstruktural yang mandiri; bebas dari intervensi politik untuk 

menciptakan Pegawai ASN yang profesional, berkinerja, memberikan 

pelayanan secara adil-netral, serta menjadi perekat-pemersatu bangsa. 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan 

pendidikan dan pelatihan ASN. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara 
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(BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan 

melakukan pembinaan serta menyelenggarakan Manajemen ASN secara 

nasional. 

1. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan 

Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi-

nepotisme. Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan 

Manajemen PPPK; diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem 

Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil & wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, 

jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, 

Manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya 

kepada: 

2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan 

perumusan-penetapan kebijakan, koordinasi-sinkronisasi kebijakan, 

serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; 
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3. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring-evaluasi 

pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin 

perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas 

serta kode etik & kode perilaku ASN; 

4. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan 

Manajemen ASN, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ASN; 

5. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen 

ASN, pengawasan-pengendalian pelaksanaan norma, standar, 

prosedur, serta kriteria Manajemen ASN.  

Beberapa hal yang berkaitan terhadap seorang ASN terhadap 

Integritas, Komitmen dan Kredibilitas terhadap pekerjaan yang diembannya : 

1. Datang tepat waktu merupakan langkah pertama yang menunjukkan 

akan integritas dan komitmen untuk melangkah lebih maju. Datang 

tepat waktu dan bukan karena absensi akan tetapi lebih karen ada 

setumpuk tugas yang harus diselesaikan segera.Jika masih datang tepat 

waktu namun karena danya absensi maka belum bisa dikatakan 

memiliki ketiga sikap tersebut. Waktu merupakan hal yang paling 

penting dalam sebuah perkejaan sehingga keterlambatan seperti datang 

terlambat bisa memancing keterlambatan pekerjaan lainnya. 
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2. Menyelesaikan tugas dengan baik merupakan contoh yang kedua. 

Ketepatan waktu dan proses pengerjaan yang baik bisa menjadi titik 

dasar penilaian akan kredibilitas dan integritas. Setiap pekerjaan selalu 

memiliki tingkat kesulitan dan beban yang berbeda namun langkah 

untuk menyelesaikan tugas tersebutlah yang dapat mendatangkan 

penilaian orang. Ciri tugas yang diselesaikan dengan baik adalah tepat 

waktu atau sesuai jadwal, tidak keluar dari rule yang telah ditetapkan, 

sesuai dengan permintaan dengan menambahkan inovasi atau ide yang 

terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati, dan tentunya bisa 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

3. Berperilaku aktif, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam 

menunjukkan nilai integritas dan kredibilitas maka harus memnuhi 

karaktertersebut. Dalam kehidupan bersosial atau lingkungan yang 

heterogen semua karakter tersebut penting untuk menunjang 

kemampuan skill dan membangun trust atau kepercayaan dari 

pimpinan. Perilaku aktif akan membawa seseorang ke tingkatan yang 

lebih tinggi apalagi dengan adanya sikap kejujuran dan bertanggung 

jawab. Namun tak kalah pentingnya adalah konsistensi yang akan 

membuktikan bahwa pekerja tersebut memiliki komitmen terhadap 

perusahaan atau perkantoran. 

 


